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ABSTRAK 

Pemanfaatan ruang yang di dalamnya termasuk struktur ruang, pola ruang 

dan kawasan strategis di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan 

(rencana tata ruang) yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah 

tersebut menjadi mengikat semua pihak, dan masing-masing pihak memiliki peran 

dalam proses pelaksanaan menuju keberhasilan yang diharapkan bersama. Dalam 

mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang demi kemakmuran rakyat 

pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan menjelaskan 

bentuk penyelesaian sengketa terkait ganti kerugian akibat penyelenggaraan 

penataan ruang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan 

pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yang digunakan penulis dalam 

skripsi ini adalah yuridis normatif. 

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan 

kesimpulan bahwa kewenangan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemanfaatan ruang merupakan salah satu urusan wajib. Penyerahan kewenangan 

penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah adalah sebagai bagian dari otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara 

tepat dan berkeadilan. Dengan demikian, tujuan hukum yang ingin dicapai terkait 

dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang 

adalah sesuai dengan tujuan hukum kemanfaatan. Dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan penataan ruang harus benar dan tepat serta dapat dirasakan 

kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat. 

Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 
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